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MOTTO
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ang (diperbuatnya)”.
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ABSTRAK

Anindita Dyah Permata Sari E1107009. 2011. “ANALISIS YURIDIS
PENGGUNAAN UPAYA HUKUM KASASI OLEH PENUNTUT UMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK) DALAM
PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 988 K/PID /2007)”Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.

Penulisan huk@im ini bertujuan untuk mengetahiui kesesuaian pembebasan
murni (vrijspraak) dalam kasus pencabulanganak dapat digunakan atau tidak.
Penulisan hukumeini, merupakat i) at1f yang bersifat

hukum prlme dan se . hukum tersebut
adalah studi ke pul kemudian dianalisis
dengan pend

Be hasan ditarik
kesimpu Kasasi tidak
dapat me bebasan yang

idak murni,karena
atentang penilaian
untuk memohon
erupakan putusan

telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima Permohonan Kasasi
Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Putusan bebas itu tidak dapat
dimintakan,dan berdasarkan situasi terhadap putusan bebas dapat dimintakan
kasasi. Perbuatan cabul tidak terlepas dari perbuatan yang mengarah kepada
kejahatan seksual. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar
kesusilaan atau perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi. Dalam peraturan

perlindungan tentang anak harus diatur dalam Undang — Undang no.23 Tahun
2002.

Kata Kunci : Kasasi , Putusan Bebas, Pencabulan Anak
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ABSTRACT

Anindita Dyah Permata Sari E1107009. 2011. “JURIDICAL ANALYSIS BY
USE OF CASSATION PROSECUTOR GENERAL OF THE DECISION-
FREE PURE (VRIJSPRAAK) IN CASE OF CHILD ABUSE (CASE STUDY
IN THE SUPREME COURT RULING NO. 988 K/ PID /2007) “Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.

The wr1t1ng of thi

is a normative legal writi i iptiye, appro h the case. This writing
using primary leg ateria 1 collecting material
e been collected and

Based on the e discussion concluded
that in case hat the decision is
an exemp ile a cassation
reasons egarding the
location o le appeals only
reason - the he a e @ not a reason to
request an S 2 pure acquittal

assation Prosecutor against
the situation of acquittal

Court jurisprudence that reeei
\‘ DC I'¢€

sexual crimes. Obscene acts arefall aets nolate decency or indecency in the
neighborhood lust. In the regulations concerning the protection of children should
be regulated in the Act - Act no.23 of 2002.

Keywords: Cassation, Judgement Free, Child abuse
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia adalah

negara hukum. Untuk menegakkan négara hukum serta untuk menegakkan tertib

tersebut tidal

disebabkan a

Indonesi

Perk eiring dengan
perkembang . kia ; pemas@ hukum juga akan ikut
berkembang Uiseiri [ permasalahan fyang terjadi di

masyarakat. dinamis. Bangsa
Indonesia selain mengal pesat dalam bidang hukum
semenjak era orde ba embangan dalam bidang
pendidikan, kebudayaan dan t disadari atau tidak oleh masyarakat

bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif,
melainkan juga dampak negatif, seperti yang telah terjadi di masyarakat, antara
lain perkosaan, pelecehan sexual, dan pornografi. Institusi keluarga sebagai
institusi terkecil dalam masyarakat, beberapa tahun terakhir ini dikatakan sebagai
tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan, khususnya terhadap anak
adalah fisik, seksual dan psikologi berupa tindakan-tindakan pengancaman.
Kekerasan terhadap anak dalam keluarga, selama ini tak pernah
didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi anak
meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya.
Persoalan muncul ketika orang tua tidak lagi menghayati nilai cinta kasih yang
sama dengan anak. Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola

hubungan di atas, yaitu bahwa orang tua sebenarnya mempunyai tanggung jawab



untuk memimpin dan mengasihi. Orang tua sebagai pelaku tindak kekerasan
hanya menjalankan salah satu tanggung jawab saja, yaitu memimpin tanpa belas
kasih, bertindak otoritas dan kejam. Sementara anak yang sebenarnya merupakan
tanggung jawab atau amanah, harus menerima apa gaya kepemimpinan orang tua.
Menghadapi kekerasan yang dilakukan orang tua, anak bahkan menjalankan

praktek bisu dengan harapan kebisu@m, itu suatu saat mampu mengembalikan

keluarga yang didamibakannya sebagai tepat dimaha ia bisa merajut masa

0 Oktober 2010,pukul

yang terjadi di kelompok berpendidikan menengah ke atas. Jadi kekerasan terjadi
di semua lapisan sosial masyarakat, agama, politik maupun latar belakang
pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap khususnya terhadap
seorang anak bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya
pendidikan seseorang.

Mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan
bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak.
Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan
pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang
setimpal atas perbuatannya. Namun demikian, sebagaimana diketahui, bahwa
lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-

kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim



yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil
keputusannya untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum
pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang
dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat
maupun individu (http:

2010, pukul 17.15

icom diakses pada tanggal 1 November

Suatu putusa

bertuyjuan memberikan perlindungan dan memberikan kesejahteraan kepada
anak,juga bertujuan agar dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus
benar — benar proporsionalitas ,tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi
pada penghukuman semata tetapi juga memberi alternatif lain dalam bentuk
pembinaan atau treadment .

Seiring dengan perkembangan jaman,perlindungan terhadap anak semakin
dituntut pelaksanaanya. Perkembangan teknologi dan budaya yang terjadi dewasa
ini , dan efek negatifnya adalah pergaulan bebas dan semakin meningkatnya seks
bebas kususnya yang menimpa pada anak — anak. Yurisprudensi dalam putusan
bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa atau Penuntut Umum , apalagi

jika mengingat banyaknya hakim dalam memutuskan suatu perkara menganut asas



oportunity yang pada giliranya mengakibatkan tidak tegasnya bahwa sebenarnya
yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma
berkepanjangan yang di kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti
minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya

berakibat pada keterbelakangan Keadaan tersebut kemungkinan dapat

buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif

dari para aparat penegak huku WWnanggu i kejahatan kesusilaan
~

sangatlah dipérlukan. E ekerasa etiap hari terus

padahal (;11

menjadi suatu kenang

meningkat, am K

berkelamin sama sehingga dalam menjerat pelaku homo pedhopylia dengan
perbuatan cabul.Permasalahan pencabulan dalam berita — berita surat kabar dan
majalah merupakan bagian dari kecabulan secara umum yang disebut dengan
krisis etika .Timbulnya krisis etika ini merupakan akibat dari perubahan struktur
masyarakat yang sedang berkembang .Perubahan struktur masyarakat dan
tradisional menuju modern memberi dampak pula terhadap sikap dan tingkah
laku,termasuk perubahan dalam memberikan nilai ataupun dalam
mempertahankan norma — norma kehidupan. Dalam masyarakat yang berkembang
itu orang sering merasa sulit untuk dapat menentukan sesuatu yang dapat
dinyatakan sebagai melanggar etika ,karena hal itu tergantung dari keadaan

struktur budaya yang mengalami pergeseran.



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi Tindak Pidana terhadap
kesusilaan dalam kelompok, sebagai berikut :
1) Tindak Pidana kesusilaan yang dilakukan di dalam perkawinan (pasal 288
KUHP)
2) Tindak Pidana kesusilaan yang dilakukan di luar perkawinan (pasal 284, 285,
286, 287 KUHP)

3) Tindak Pidana kesusilaan yang berupa erbuatan cabul (pasal 290, 292, 293,
4) Tindak Pid g bertipa pe ilaan (pasal 283, 532,

Berd ark n di ata is Be I-hal tersebut di

atas megdpakan lgbf&laka i ntuk penulis
kemukakanidan teli le i i ah penulisan yang
berbentuk enuhs YURIDIS
PENGGUNAAN UP‘@ H PENUNTUT UMUM
TERHADAP AN B ) DALAM PERKARA
PENCABULAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AG

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah maka
penulis akan merumuskan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan bebas murni (vrijspraak) dalam perkara pencabulan terhadap
anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP ?

2. Apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan
memutus permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas murni
(vrijspraak) perkara Pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan

KUHAP ?



C. Tujuan Penelitian
Di dalam suatu penelitian terdapat tujuan-tujuan yang pastinya ingin
dicapai oleh seorang peneliti. Tujuan tidak lepas dari permasalahan yang sudah
dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui proses pemiesiksaan terhadap tindak pidana perbuatan

yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis:

a. Memberikan serta menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat
digunakan dalam penulisan di bidang ilmu hukum.

b. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum
khususnya hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada
khususnya

c. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai pemeriksaan tindak pidana

perbuatan cabul sebagai suatu pengetahuan.



d. Memberikan gambaran tentang perlindungan hukum terhadap anak yang

menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat dijadikan suatu acuan dan juga pengetahuan dalam menelaah serta
menghindari perbuatan pencabulan
b. Untuk lebih mengembangkanfpenalaran, membentuk pola pikir dinamis
serta untuk getahui kemampuan penulis terhadap penerapan ilmu yang
d1peroleh se
Pene
didasark
mempelaja

berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan hukum ini

adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,
2005 : 35).
2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu

sendiri dan ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif.

Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari

tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep

hukum dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005 :22).



3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan
pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan yang tetap (Peter Mahmiid Marzuki, 2005 : 94). Dalam penelitian

ini mengacu padafpenelitian kasus penabulan terhadap anak yang diajukan

diteliti.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahna hukum yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara yuridis ,yang penulis gunakan yaitu:
1) Undang — undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang — undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3) Kitab Undang — undang Hukum Pidana (KUHP)
4) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 988 K/PID/2007
b. Bahan hukum sekunder
Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan
yang bersifat mendukung sumber data primer. Sumber data ini biasanya

diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-



data dengan membaca, mempelajari dan mencatat dari buku-buku literatur,
dokumen-dokumen,seperti :

1) Buku — buku penunjang.

2) Hasil ilmiah para sarjana yang relevan dan terkait dalam penelitian ini.
3) Internet.

6. Teknik Pengumpulan Bahan H

ang dipergunakan oleh

entasi, yaitu teknik

silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Metode deduksi adalah metode
yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum) yang kemudian
diajukan premis minor (fakta hukum).Penggunaan metode deduksi berpangkal
dari pengajuan premis mayor (penyataan bersifat umum). Kemudian diajukan
premis minor (penyataan bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian
ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 47).
Jadi pengelolaan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan
sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari
hal yang sifatnya khusus.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan
inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian kepustakaan, peraturan

perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu
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menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data diolah
dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kemudian tahap

yang terakhir menarik kesimpulan yang telah diolah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gamba ecara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yan daldm penulisan hukum maka
penulis - Adapun sistematika
penulisan hu 1ap babiterbagi dalam sub-
sub bagian aman terhadap
keseluruhan fhasil ; isan hukum ini

BAB I

entang’ latar belakang
guli anfaat penelitian,
BAB 11

dan kerangka pe mengenai upaya hukum kasasi ,
tinjauan tentang putusan ,tinjauan mengenai putusan bebas , tinjauan
tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan
yang telah ditentukan sebelumnya yaitu :

1. Untuk mengetahui secara jelas putusan bebas murni (vrijspraak)
dalam perkara Pencabulan terhadap anak penuntut umum dapat
mengajukan kasasi sudah sesuai dengan KUHAP.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung
dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut
Umum terhadap putusan bebas murni (vrijspraak) perkara
Pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan

KUHAP.
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BAB IV : PENUTUP

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang
kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan
permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan

atas hasil keseluruhan penelitian.

DAFTAR PUSTA



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang upaya hukum kasasi

a.

Pengertian upaya hukum

penuntut umum untuk

erlawanan atau banding

kebenaran se yuridis, Karenag i k lepas dari kekeliruan

ilafan, @

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa.Upaya
hukum biasa merupakan bab XVIl,sedangkan upaya hukum luar biasa
Bab XVIII.

a) Upaya Hukum Biasa
Terdiri dari dua bagian ,bagian kesatu tentang Pemeriksaan
Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi, sebagai
berikut :

1. Pemeriksaan Tingkat Banding
Pasal 223 ayat (1) KUHAP yang ditelaah dan dihubungkan
dengan Pasal 67 KUHAP ,dapat disimpulkan bahwa semua
putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri ) dapat
dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa ataupun

12
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yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan
beberapa kekecualian.Kekecualian untuk mengajukan banding
menurut Pasal 7 KUHAP tersebut adalah sebagai berikut :

a) Putusan Bebas Murni (vrijsprak);

b) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang

112008:291).

memecah.Suatu

capai kesatuan

yang menjabati pembuat undang — undang dan kekuasaan hakim.
Tujuan kasasi adalah untuk menciptakan kesatuan
penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang
bertentangan dengan undang — undang atau keliru dalam
menerapkan hukum .
b) Upaya Lukum Luar Biasa
Upaya hukum luar biasa terdiri dari dua bagian yaitu :
1. Kasasi demi kepentingan hukum
Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan
terhadap semua putusan kecuali putusan Mahkamah Agung,dengan

syarat putusan pengadilan itu berkekuatan hukum tetap ,dan
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terbatas pada putusan pengadilan pengadilan negeri atau
pengadilan tinggi
2. Peninjauan kembali
Merupakan bagian kedua dari upaya hukum luar biasa ,

seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 263 ayat (1) bahwa

ari segala tuntutan hukum,

an_permintaan peninjaun

putusan
Tenggang
a. Ayhari“se h"putusan diberitahukan Pasal 129 (2)

HIR,

b. Sampai hari ke 8 setelah teguran seperti dimaksud Pasal 196 HIR :
apabila yang ditegur itu datang menghadap,
c. Kalau tidak datang waktu ditegur sampai hari ke 8 setelah
eksekutarial (Pasal 129 HIR ).
2) Banding
Dalam Pasal 233 ayat (1) permintaan banding sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi
oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut
umum . Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh

hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan
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kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaiman dimaksud dalam Pasal
196 ayat (2). Tujuan banding ada dua yaitu :
a) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang
ketepatanya
b) Untuk memeriksa baru , untuk keseluruhan perkara itu .

Yang berhak mengajikan banding adalah terdakwa atau yang

Upaya hukum istimewa hanya terbuka untuk putusan yang

telah memperoleh kekuatan hukum pasti (in krachf). Pada asasnya
terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti tidak mungkin
lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi. Namun
dengan alasan-alasan yang dimuat dalam undang-undang, maka
putusan yang telah in kracht dapat diperbaiki sepanjang mengenai
kekeliruannya yaitu dengan mengajukan upaya hukum istimewa.Upaya
hukum luar biasa atau istimewa salah satunya Peninjauan kembali
(request civil) .

Upaya hukum istimewa tidak menghentikan pelaksanaan
putusan hakim. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar

biasa bagian kedua yaitu putusan pengadilan yang memperoleh
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kekuatan hukum tetap,seperti yang dijelaskan dalam Pasal 263 ayat(1).
Bahwa terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap ,kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan
hukum,terpidanya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali

kepada Mahkamah Agung .

C.

Pengertian ang Kasasi

ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No.l Tahun 1950 jo. Pasal
244 UU No. 8 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang — Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .

Adapula tujuan melakukan kasasi, ialah untuk menciptakan
kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang
bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan

hukum (Andi Hamzah, 2002:292).

d. Alasan Pengajuan Kasasi
Dalam pengajuan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula
memori kasasi yang memuat alasan — alasan dalam tenggang waktu 14

(empat belas) hari setelah permohonan kasasi dimaksud dicatat dalam
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buku daftar .Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberikan tanda
terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori
kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam
waktu selambat — lambatnya 30 (tiga puluh )hari . Dalam hal ini ,pihak
lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada

Panitera Pengadilan Tingka ama ,dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari gfse diterimanya Wsalinan memori kasasi

(http: . 1. ﬁda tangga
20.15 A\ Ly

kasasi, Penga; na mengirimkan
sasi ,beserta

i gl merdri .. .
berka ya kep 2 tu selambat —

gung mencatat

november 2010,pukul

perme eb : { n membubuhkan

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan —
alasan dan dasar putusan itu ,memuat pula Pasal — Pasal
tertentu dari peraturan — peraturan yang bersangkutan atau
sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili.”

Dan sesuai Undang — undang ada tiga alasan untuk melakukan

kasasi adalah :

(a) Apabila terdapat kelalaian dalam acara(vormverzuim);

(b) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada

pelaksanaanya ;
(c) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut

cara yang ditentukan undang — undang .
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Alasan pengajuan kasasi terbagi menjadi dua yaitu :
a) Alasan Kasasi yang Dibenarkan oleh Undang — undang
Alasan kasasi yang sudah ditentukan secara limitatif
dalam Pasal 253 ayat (1).Pemeriksaan Kasasi dilakukan
Mahkamah Agung berpedoman kepada alasasn — alasan tersebut.

Sejalan dengan i permohonan kasasi harus mendasarkan

putusan  itu

ang tidak dapat

D asﬁ3 3
Tida apat diben oleh

ndang —undang

sadilan Tinggi

1uat keberatan, putusan
imbangan yang cukup
engadilan Negeri, tidak dapat
dibenarkan dalam pemeriksaan Kasasi. Permohonan kasasi
alasan keberatan yang demikian, sebab seandainya
Pengadilan Tinggi menguatkan putusan serta sekaligus
menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri.
(2) Keberatan Atas Penilaian Pembuktian
Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian
termasuk di luar alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253
ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak
menilainya dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
(3) Alasan Kasasi Yang Bersifat Pengulangan Fakta
Alasan kasasi yang sering dikemukakan pemohon

ialah ”pengulangan fakta”. Padahal sudah jelas alasan
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(6)
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kasasi ini tidak dibenarkan undang-undang. Menurut M.
Yahya menjelaskan ”Pengulangan fakta adalah mengulang-
ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah
dikemukakan baik dalam sidang Pengadilan Negeri maupun
dalam memori banding.” (M. Yahya Harahap, 2000: 548)

Alasan yang Menyangkut Persoalan Perkara

Alasan yang seperti intgpun sering dikemukakan
pemohon d

da W kasai,
‘ pang

mengemukakan keberatan

maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah

wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan
tingkat kasasi.
Keberatan Kasasi atas Pengembalian Barang Bukti

Alasan kasasi semacam ini pada prinsipnya tidak
dapat dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan,
karena tentang berat ringannya hukuman pidana yang
dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda
adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada
pemeriksaan tingkat kasasi. (M. Yahya Harahap, 2000:
551).
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(7) Keberatan Kasasi Mengenai Novum
Didalam kasasi hal-hal yang diperiksa mengenai
hal-hal yang telah ”pernah diperiksa” sehubungan dengan
perkara yang bersangkutan, baik yang dalam sidang

Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding.

eberatan kasasi terhadap hal baru” atau
. arena tidak takluk pada
ahap, 2000: 552).

yang mereka peroleh dagi dihubungkan dengan segala suatu
yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan.(M.Yahya
Harahap,2005:347).

Dalam ketentuan Pasal 182 ayat 6 KUHAP bahwa putusan sedapat
mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang
bulat, kecuali hal ini telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai,
maka ditempuh dengan dua cara yaitu :

1) Putusan diambil dengan suara terbanyak
2) Jika dengan cara ini tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih
adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
b. Jenis putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil

musyawarah yang bertitik tolak pada surat dakwaan dengan segala
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sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan meliputi
apa yang didakwakan dalam surat terdakwa terbukti, atau tindak pidana
yang didakwakan tidak terbukti sama sekali. Bertitik tolak pada
kemungkinan-kemungkinan di atas, putusan yang dijatuhkan pengadilan
mengenai suatu perkara bisa berbentuk sebagai berikut .Jenis putusan
dalam perkara pidana antara

1.

nang mengadili
enang mengadili dapat
1 penuntut umum

iberi kesempatan

um
jjatuhkan karena jaksa
surat ~dakwaan tidak
dak diterima

dakwaan tidak dapat

rang cermatan penuntut

4. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala
tuntutan hukum
Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa atas perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP ).
5. Putusan bebas
Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat
bahwa dari hasil pemeriksaan sidang .kesalahan terdakwa atas

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara
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sah dan meyankinkan terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1)
KUHAP)
Putusan pemidanaan pada terdakwa

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat
bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang
didakwakan padanya (gPasal 193 ayat (1) KUHAP ).

bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP ).

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrijspaark) atau acquittal.
Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari
tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya
terdakwa tidak dipidana”.

Putusan bebas disini bisa juga didasarkan atas penilaian,
kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim
jadi sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup
terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh
apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan

penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan adalah
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membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. (M.Yahya Harahap,

2005: 348)

Putusan Bebas Murni adalah putusan akhir dimana hakim
mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan

kepada terdakwa adalah tidak terbukti sedangkan Putusan bebas

tidak murni batalnya dakwaan secara

terselubiing atau “pembebasan”, yang menurut kenyataannya tidak

2). Roeslan Saleh n
Hukum.

3). Utrecht menerjemahkannya dengan istilah peristiwa hukum.

4). Soedarto menggunakan istilah tindak pidana, dengan alas an sudah
mempunyai penilaian sosial (sociologiche gelding) dan ternyata
dalam perundang-undangan di Indoonesia telah dipakai istilah
tindak pidana tersebut dan digunakan untuk mengganti istilah
straafbaarfeit. (Soemitro, 1996: 42).

Pengertian tindak pidana yang disadur dari Bahasa Belanda
strafbaarfeit yang lebih dikenal dengan istilah delict adalah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi suatu hukuman atau pidana.
Dari pandangan KUHP yang daoat menjadi subyek adalah

manusiasaja.Hal ini dapat dilihat, bahwa wujud dari pidana yang
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tercantum dalam pasal 10 KUHP yaitu hukuman mati, kurungan atau
penjara, denda hanya dapat dijatuhkan kepada manusia saja. Akan
tetapi dalam perkembangannya sekarang ini subyek tindak pidana
mengalami perkembangan yakni bukan hanya manusia, tetapi
termasuk juga badan hukum.Suatu perbuatan agar dapat disebut

sebagai tindak pidana ha

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

PFodjodikato, 1986: 60)

, mberlkalﬂeﬁmsl

terhadap istilah

tersebut” (Prof.Moeljatno,1990:2)

Menurut Moeljatno , perbuatan ini adalah perbuatan yang
melawan hukum perbuatan — perbuatan ini juga merugikan masyarakat
dalam arti bertentangan dengan atau menghambat pelaksanaan tata
dalam pergaulan hidup masyarakat dan kepentingan bersama ,beliau
menarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak
pidana apabila perbuatan itu:

a. Melawan hukum

b. Merugikan masyarakat

o

. Dilarang oleh aturan pidana

&

Pelakunya diancam pidana
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Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai
strafbaar feit antara lain (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 15-17):
1) Simons

Mengatakan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang

diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

a) Strafbaar feit yaitu suatu pelanggaran terhadap norma,

yangdilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam
dengan pidanauntuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teort).
b) Strafbaar feit adalah suatu feit (kejadian) yang oleh
peraturanUndang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan

yang dihukum(definisi menurut hukum positif).

6) Jongkers

Memberikan definisi strafbaar feit dalam dua pengertian, yaitu:
a) Definisi pendek memberikan definisi strafbaar feit
adalah suatukejadian dapat diancam pidana oleh

Undang-Undang.
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b) Definisi panjang, maka strafbaar feit adalah suatu
kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan
dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat
dipertanggungjawabkan.

7) Roeslan Saleh

Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

kesusilaan,

tahun”.

Pencabulan itu yang termasuk kekerasan seksual adalah segala
tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk
melakukan kegiatan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan
atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang (termasuk yang
tergolong usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas,
segala perilaku yang mengarah pada tindak pelecehan seksual terhadap
anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan
sekitar tempat tinggal anak termasuk kategori kekerasan seksual

(Bagong Suyanto , 2001 : 25)
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Pencabulan terhadap anak termasuk dalam kekerasan seksual
terhadap anak, termasuk inses (incest) kekerasan dan abuse seksual pada
masa kanakkanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan.
Seperti terlewat dari perhatian, anak-anak tidak memahami apa yang
terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan

kejadian yang dialaminya laporan anak tidak ditanggapi secara

alasan misalnya

berbagai anak tidak dipercaya,

dilapori anak terhadap

KUHP).Perbuatan yang disebut perbuatan cabul adalah perbuatan yang
melanggar kesusilaan, yaitu segala perbuatan yang sengaja dilakukan
untuk membangkitkan nafsu seksual/birahi diluar maupun di dalam
perkawinan termasuk di dalamnya persetubuhan. Sehingga persetubuhan
dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan cabul. perbuatan cabul
dalam bahasa Belanda dikenal denga istilah ontuchtige handelingen yang
merupakan pengertian umum mengenai perbuatan cabul (Wirjono
Prodjodikoro, 2002: 118)

Pedofilia terhadap jenis kelamin yang sama dijerat pasal 292
KUHP yang mengancam orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul
dengan anak-anak yang jenis kelaminnya sama, dengan hukuman

penjara paling lama 5 tahun. Perbuatan cabul tidak didefinisikan dengan
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jelas dalam KUHP namun ditetapkan masuk dalam pasal 289 KUHP
yang merupakan feitelijk aanending der eerbaarheid atau penyerangan
kesusilaan dengan perbuatan. Namun dalam pasal 285 bersetubuh
(verkrachting) dikaulifikasikan sebagai perkosaan untuk bersetubuh.
(Wirjono Prodjodikoro, 2002: 117).

Mengenai tindakgfpidana perbuatan cabul terhadap orang

d ra paling
)

uskan dalam pasal 292

ama lima tahun , sebagai

cabul terhadap

muskan dalam

Tindak pidana cabul yang diatur dalam KUHP dan RKUHP
Indonesia masing — masing memiliki perbedaan dalam merumuskan
tindak pidana cabul tersebut . Dalam pasal 292 KUHP .
1). Unsur — unsur objektifnya :
a. Perbuatanya : perbuatan cabul
b. Sipembuatnya : oleh orang dewasa
c. Objeknya :pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa
2). Unsur —unsur subjektifnya :
a. Diketahuinya atau sepatutnya diduga belum dewasa
b. Yang diketahuinya belum dewasa .
Dalam pasal 495 RKUHP unsur — unsurnya adalah :
1). Unsur objektifnya :
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a. Perbuatanya : perbuatan cabul
b. objeknya :pada sesama jenis dan belum berumur 18 tahun
c. si pembuat : setiap orang
2). Unsur subjektifnya diketahui atau sepatutnya harus diduga belum
berumur 18 tahun .

Dengan tujuan bahWa dengan adanya pasal 292 ayat (2) KUHP

tersebut,teldh mampu mengantisipasi dak pidana pencabulan

1kan efek jera kepa pelakupencabulanitersebut .

pengaduan dari

elum berumur 15

pencabulan ke dala i pidana kesusilaan. KUHP belum
mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri
dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan
ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rancangan KUHP yang baru

13

ditambahkan kata “persetubuhan disamping kata cabul dari
perumusan tersebut dapat dilihat bahwa pengertian pencabulan dan
persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan
kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan
(Leden Marpaung, 1996: 70).

Pelecehan seksual dan pencabulan terhadap anak dibawah umur
merupakan problema sosial yang berkaitan dengan HAM, khususnya

terhadap segala bentuk pelecehan atas hak anak dan martabat wanita.

Perkosaan terhadap anak dibawah umur sudah beraneka ragam, setiap
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masalah ini sudah bukan merupakan aib, karena keterbiasaannya bagi
orang atau kelompok tertentu pelecehan seksual dan perkosaan justru
dijadikan semacam ajaran atau kepercayaan yang dianggap dapat
membawa mereka kejenjang yang lebih tinggi yang banyak terjadi

pada para penganut aliran hitam atau aliran sesat lainnya.

atasan umur dari

agai salah satu
enerus cita-cita
strategis dan
an pembinaan dan
pertumbuhan  dan
uh, serasi, selaras dan
seimbang.
Anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun
dan belum pernah menikah. Pengertian ini tertuang secara eksplisit
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Batas usia 21 tahun
ditetapkan berdasarkan pertimbanganusaha kesejahteraan anak,
dimana kematangan sosial, pribadi, dan mentalseseorang anak
dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan
sepanjangmemiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali
untuk kepentingantertentu menrut undang-undang menentukan umur
yang lain. Dalam hal ini,pengertian anak mencakup situasi dimana
seseorang yang dalam kehidupannyamencapai tumbuh kembangnya,
membutuhkan bantuan orang lain( orang tua atau orang dewasa )

( Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001 : 3 ).
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Anak juga amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha
Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat
harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung
tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia
yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi

Perserikatan Bangsa- Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi

punyai kedudukan
manusia  seutuhnya
perlakuan adil dan
mengakibatkan kese . Oleh karena itu perlu diberikan
penjelasan tentang apa arti dan pengertian anak menurut proporsi
yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang
anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan
perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan
tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu (Agung
Wahyono.1993 : 19).

Hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, maka
pengertian anak di bawah umur mempunyai pengertian dan batasan
yang berbeda antara satu perundang-undangan dengan perundang-
undangan lainnya. Maka untuk lebih jelasnya akan paparkan dalam

uraian di bawah ini :
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak

Dalam pasal 1 ayat (2), anak dirumuskan dalam perkara
Anak Nakal dengan syarat: Antara umur 8 tahun samapai
dengan 18 tahun, anak belum pernah kawin, apabila seorang

anak pernah mengalami perceraian walaupun belum genap 18

un dianggap telah dewasa.

tentang Pemasyarakatan.

Dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 1 ayat(8)
dijelaskan mengenai anak didik pemasyarakatan yang terdiri
dari anak pidana, anak negara dan anak sipil. Dan
didefinisikan sebagai berikut :

a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

b) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan
ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai
berumurl8 (delapan belas) tahun
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c) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau

walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik

di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan
belas) tahun.

commlil lo user
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B. Kerangka Pemikiran

Perkara Pencabulan Anak

Y

Pemeriksaan Sidang
Pengadilan

Upaya Hukum

Kasasi Penuntut Umum

=

Alasan Kasasi

Pertimbangan Hakim Kasasi

!

Putusan Kasasi

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan Kerangka Pemikiran :

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan
pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah
pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-
Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara

hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib
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hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam
mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-
permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para
pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak

berdasarkan kepada asas hu ang berlaku di Indonesia saat ini.

g sangat tidak asusila

anggar kesusilaan atau

juan umum dari proses

mata  menjatuhkan

kebenaran materiil.Penting dalam keseluruhan proses persidangan adalah
mengungkapkan yang sesungguhnya telah terjadi dan mengapa itu terjadi .

Putusan bebaspun digunakan para Penuntut Umum untuk
melepaskan si pelaku pencabulan. Namun apakah perbuatan pencabulan
seperti itu tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum .

Dalam perkara pelanggaran perbuatan pencabulan setiap pihak
yang tidak merasa puas oleh akan adanya putusan yang telah dijatuhkan
oleh hakim,maka para pihak mengajukan upaya hukum. Pemeriksaan
kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut menggunakan pertimbangan dan
penerapan hukum dalam memutus perkara ,sehingga putusan tersebut
memberikan keadilan bagi pihak — pihak yang bersangkutan .Terdapat

alasan kasasi sehingga para penuntut umum mengajukan permohonan.
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Kemudian dalam pertimbanganya hakim tidak mengadili secara benar
dalam hal mempertimbangkan alat bukti yang sah .Dengan adanya hal —
hal yang dipertimbangkan atau kurang seksama oleh Majelis Hakim maka
putusan itu dapat dibatalkan.




BAB III

HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Alasan Pe muin k Mengajukan Permohonan

KUHAP

dan tempat
1as Epa diajak
erdakwa di desa

udian sesampai

Wilpan Agu juga'melepasfcelanagangdipakainya sehingga tidak memakai
celana setelah itu Terdakwa Wilpan Agu meremas kemaluan dan
menciumi pipi saksi korban dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu
membaringkan saksi korban Yelpa Ino ke atas bantal dan selanjutnya
Terdakwa menindih saksi korban sambil mencoba memasukkan alat
kelamin Terdakwa ke dalam lobang alat kelamin saksi korban dan pada
saat itu saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya hingga saksi
korban menangis tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka akibat tendangan
dari saksi Idrus Ino dan saksi Idrus Ino melihat saksi korban dalam
keadaan tidak memakai celana dalam dan dalam keadaan menangis
kemudian saksi Idrus Ino mendatangi Terdakwa dan lalu menampar
Terdakwa setelah itu saksi Idrus Ino mengajak saksi korban untuk pulang.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal seperti

37
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kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam sebelah kiri dan adanya
kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam tersebut adalah akibat suatu
proses peradangan. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-
TN-BOAL/251/111/2006 tertanggal 9 Maret 2006 yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh Dr. Mulyani Kadir Dokter pada Rumah Sakit Tani Dan
Nelayan.

Tilamuta, Kabupaten

Agama
Pekerjaan : Tidak ada

. Dakwaan Penuntut Umum
Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan
tindak sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WILPAN AGU alias IPAN pada hari Senin tanggal
19 Desember 2005 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Desember tahun 2005 bertempat di rumah
Terdakwa WILPAN AGU di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten

Boalemo atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam
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daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang dengan sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mencoba melakukan
kejahatan dipidana, jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan
pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata

disebabkan karena kehendaka¥a, sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa

atan sebagai berikut :
a_tersebut di atas saksi
a Wilpan Agu ke

al: di dalam kamar

sakit pada kemaluannya hingga saksi korban menangis, tiba-tiba pintu
kamar tersebut terbuka akibat tendangan dari saksi IDRUS INO dan saksi
IDRUS INO melihat saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana
dalam dan dalam keadaan menangis kemudian saksi IDRUS INO
mendatangi Terdakwa dan lalu menampar Terdakwa setelah itu saksi Idrus

Ino mengajak saksi korban untuk pulang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-hal

seperti kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam sebelah kiri.
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Kesimpulan :

Adanya kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam tersebut

adalah akibat suatu proses peradangan.

Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-TN-
BOAL/251/111/2006 tertanggalg9 Maret 2006 yang dibuat dan ditanda

tangani oleh . Mulyani Kadir Dokter paday Rumah Sakit Tani Dan

iancam pidana dalam Pasal

asal 53 ayat (1)

daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang dengan sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban
YELPA INO, yang dilakukan oleh Terdakwa WILPAN AGU dengan cara

dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi
korban YELPA INO alias Epa diajak oleh Terdakwa Wilpan Agu ke
dalam kamar di rumah Terdakwa kemudian sesampai di dalam kamar
tersebut Terdakwa Wilpan Agu mengunci pintu kamar dan kemudian
Terdakwa Wilpan Agu membuka celana milik saksi korban Yelpa Ino

sehingga korban sudah tidak memakai celana dan Terdakwa Wilpan Agu
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juga melepas celana yang dipakainya sehingga tidak memakai celana
setelah itu Terdakwa Wilpan Agu meremas kemaluan dan menciumi pipi
saksi korban dan kemudian Terdakwa Wilpan Agu membaringkan saksi
korban Yelpa Ino ke atas bantal dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi
korban sambil mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam

lobang alat kelamin saksi korbam,dan pada saat itu saksi korban merasakan

enangis tiba-tiba pintu

i_saksi Idrus Ino dan saksi

nh dalam tersebut adalah

Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-TN-
BOAL/251/111/2006 tertanggal 9 Maret 2006 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Dr. Mulyani Kadir Dokter pada Rumah Sakit Tani Dan
Nelayan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 82 Undang Undang No. 23 Tabun 2002 .

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WILPAN AGU alias IPAN pada hari Senin tanggal
19 Desember 2005 sekitar jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu
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lain dalam bulan Desember tahun 2005 bertempat di rumah Terdakwa
WILPAN AGU di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo
atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

ban YELPA INO, yang dilakukan oleh

perbuatan cabul terhadap saksi
Terdakwa WILEF
berikut :

AN AGU dengan cara dan ré

gkaian perbuatan sebagai

atas bantal dan '§€ akwagdmenindih saksi korban sambil
mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang alat kelamin
saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasakan sakit pada
kemaluannya hingga saksi korban menangis tiba-tiba pintu kamar tersebut
terbuka akibat tendangan dari saksi Idrus Ino dan saksi Idrus Ino melihat
saksi korban dalam keadaan tidak memakai celana dalam dan dalam keadaan
menangis kemudian saksi Idrus Ino mendatangi Terdakwa dan lalu
menampar Terdakwa setelah itu saksi Idrus Ino mengajak saksi korban

untuk pulang .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami hal-

hal seperti kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam sebelah kiri.
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Kesimpulan :

Adanya kemerahan pada bibir kemaluan bagian dalam tersebut adalah akibat

suatu proses peradangan .

Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum No : 455/RS-TN-

BOAL/251/111/2006 tertangga aret 2006 yang dibuat dan ditanda-

tangani oleh Dff "Mulyani Kadir Dokter padagRumah Sakit Tani Dan

Nelayan.

. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILPAN AGU dengan
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subidair 3 bulan kurungan ;

3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
1.000,- (seribu rupiah)
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri
Amar putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 48/Pid.B/2006/ PN.TLM

tanggal 23 November 2006 sebagai berikut :

a. Menyatakan bahwa Terdakwa WILPAN AGU alias IPAN tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun Lebih

Subsidair;
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b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut
diatas (Vrijspraak) ;
c. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,

harkat serta martabatnya ;

d. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

uta tersebut apabila kita

a putusan bebas tersebut
sebenarnya adalah : an bebas terselubung (BEDEKTE
VRIJSPRAAK) ;

2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta dalam putusannya
telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan yakni
dengan sengaja  melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban YELPA INO yang
terdapat pada dakwaan Subsidair fakta yuridis yang membuktikan
bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut
adalah merupakan putusan bebas yang tidak murni adalah sebagai

berikut :



45

a. Dalam pertimbangan unsur-unsur dalam pasal sebagaimana
dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana Hakim hanya
mempertimbangkan unsur kekerasan sedangkan unsur lain tidak
dipertimbangkan oleh Hakim Majelis, dimana Hakim Majelis
hanya melihat dari keterangan Terdakwa WILPAN AGU saja,

tanpa mempertimban latar belakang terjadinya tindak pidana

percabulan dalam perkara ii,sehingg Hakim Majelis telah salah

ataupun baju.

7. Pembahasan

Selama tiga dasawarsa, masalah anak, baik sebagai pelaku maupun
korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian
dari penguasa. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai
kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar penguasa (pembuat UU)
menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru sepuluh
yang tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang
“Pengadilan Anak”. Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak
pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan

hukum bagi anak korban kejahatan (kekerasan). Empat tahun yang lalu
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penguasa telah menegesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang
“Perlindungan Anak” dan dua tahun kemudian lahir juga UU No. 23
Tahun 2004 tentang “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU
KDRT). Potret kekerasan terhadap anak sebenarnya bukan monopoli

masyarakat.

Bentuk kekerasanﬂtrgr*ﬁadap anak sangat beragam, mulai dari
kekerasan fisik, nonfisik, psikologis, pelecehan seksual serta kekerasan
eksploitasi ekonomi. Tindakan itu mengakibatkan kesengsaraan dan
penderitaan anak korban kekerasan, sehingga memerlukan penanganan
secara khusus. Padahal anak merupakan modal pembangunan bangsa, dan
sebagai modal maka harus mendapat porsi yang setara dan sejajar dengan

kelompok masyarakat lainnya dalam semua aspek kehidupan.

Kondisi kehidupan anak, sampai saat ini belum terwujud
sepenuhnya sesuai dengan cita-cita bangsa. Sebab hampir di semua daerah
Indonesia, masih banyak yang mengalami proses marjinalisasi dalam
semua aspek kehidupan. Upaya hukum telah dilakukan dengan adanya
sosialisasi kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak dan anak-anak
yang dilacurkan. Seperti Konvensi Hak Anak oleh PBB Tahun 1989 yang
telah diratifikasi Indonesia pada 1990, UU Perlindungan Anak No 23
Tahun 2002. Juga ada Keppres No.59 Tahun 2002 mengenai Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak. Aturan lainnya, Keppres No.87 Tahun 2002 mengenai Rencana
Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres
No.88 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan

Perdagangan Perempuan dan Anak, dan banyak lagi lainnya.

Dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia,
upaya penegakan hukum tersebut tentunya sudah dianggap lebih dari
cukup. Namun masalahnya, bagaimana implementasi dari kebijakan

hukum tersebut. Apakah sudah mengakomodasi kepentingan-kepentingan
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yang menjadi kebutuhan dasar anak korban kekerasan. Sekadar contoh,
kekerasan seksual terhadap anak perempuan hanya diakomodasi dalam
KUHP dan UU Perlindungan Anak. Bahkan dalam KUHP, anak
perempuan tidak disinggung dalam pasal yang melarang perdagangan

anak-anak ,hanya penjualan anak laki-laki saja yang diatur.

Undang — Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
terutama Pasal 81 dan 82, sebenarnya diharapkan menjadi sandaran baru
untuk memudahkan aparat dalam memproses kasus-kasus kekerasan
seksual terhadap anak ini. Sayang sekali, walaupun sebenarnya undang-
undang ini memuat aturan tentang adanya batas minimal hukuman dan
hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan KUHP, namun masih
mengandung banyak kelemahan. Padahal jelas, dalam kasus kekerasan

seksual, kekerasan fisik sebagai unsur pemaksa tidaklah mutlak.

Bujuk rayu, tipu muslihat, pemakaian obat, dan bahkan "kekuatan
supranatural”, kekuasaan psikologis, dan kekuatan ekonomi pelaku atas
korban sering dipakai oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Pada aspek
penanganan awal, lembaga pemerintah sudah memiliki kemauan baik
dalam bentuk penanganan terpadu yang melibatkan berbagai institusi yang
terkait dengan kasus itu, misalnya adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
di Kepolisian, dan adanya rumah sakit yang ditunjuk untuk penanganan

medis.

Namun selain itu, juga diperlukan keterlibatan LSM untuk
membantu para korban dengan pendampingan (advokasi) dalam
menyelesaikan kasus yang mereka hadapi sampai pada proses rehabilitasi
psikologi. Dari masalah yang dihadapi anak, baik yang berasal dari diri
anak itu maupun dari luar, ada beberapa rekomendasi kepada kita yang
merasa peduli terhadap anak. Pertama perlu alokasi anggaran dari
pemerintah untuk perlindungan anak, dan ada peraturan daerah yang

melindungi anak-anak, terutama anak-anak yang dilacurkan. Kedua,
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penegakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menekan laju
pergerakan jaringan prostitusi anak serta sosialisasi kebijakan yang terkait
dengan perlindungan anak maupun dengan anak-anak yang dilacurkan.
Ketiga, membentuk lembaga advokasi anak dan pengadaan sistem data

base anak berbasiskan masyarakat serta pengadaan pusat kegiatan anak.(

Mohammad Zamroni, 2005).

. perkara pidana anak dalam ti
terdakw; 5P AdN Cﬂ jatu

at kasasi , perbuatan

Pasal 81 ayat (1)

berbunyi :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah
Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung

kecuali terhadap putusan bebas”

Jaksa Penuntut Umum selalu memaksa menggunakan upaya
hukum kasasi terhadap putusan bebas dengan dalih bahwa telah ada
yurisprudensi Mahkamah Agung yang menerima Permohonan Kasasi
Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Putusan bebas itu tidak
dapat dimintakan ,tetapi berdasarkan situasi terhadap putusan bebas dapat

dimintakan kasasi.
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Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat
alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah
mengajukan permohonan tersebut ,harus sudah menyerahkanya kepada
panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. Dalam hal
pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum |,

panitera pada waktu itu menefima permohonan kasasi wajib menanyakan

ebut untuk itu panitera

rdakwa W WILPAN AGU
al 82 Undang — Undang

elakukan tipu
membujuk anak
ukan perbuatan

Ketentuan dalam Pasal 289 KUHP yaitu

”Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul,diancam karena melakukan
perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun”
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Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa
dan Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan
Bebas Murni (Vrijspraak) Perkara Pencabulan terhadap Anak dengan

Ketentuan KUHAP

Pertimbangan Hakin
a Hakim Majelis Pengadilan [Negeri Tilamuta tidak
F bwzﬁsti a,yakni sebagai berikut :

e tidak%dibena an karena judex

rapkan peraturan ﬁm / telah menerapkan

pembeb. ang tidak murni,karena

gajukan“alasan — ¢

c. Memperhatikan Undang — Undang No. 23 Tahun 2002,Undang -
Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang — Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang No. 5 Tahun 2004

dan peraturan perundang — undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan Hakim Kasasi

a. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta
tersebut;

b. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara .
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3. Pembahasan
Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu
menerima, memeriksa, memutus/mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima,memeriksa, serta

memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan

¥ rahasia. Hal tersebut terdapat'pada ketentuan pada Pasal

182 éiyat (3) KUHAP yaitu, s gm

ah itu

iki pertimbangan -

an hakim tersebut, di

sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu
sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya.
Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang

berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam putusan bebas murni itu dimaksudkan jika seorang hakim
memandang apa yang di dakwakan telah terbukti dan karena itu terdakwa
harus dipidana sedangkan seorang hakim menyatakan bahwa hal tidak terbukti
dan hakim ke tiga abstain , maka terjadilah pembebasan terdakwa. Karena
dalam putusannya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta tidak

menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya yakni :
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Dalam pertimbangannya Hakim Majelis Pengadilan Negeri
Tilamuta tidak melaksanakan cara mengadili secara benar dalam hal
mempertimbangkan alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan dimana
Hakim Majelis telah mengesampingkan alat bukti surat yang terlampir dalam
berkas perkara antara lain berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 455/RS-
TNBOAL/251/111/2006 yang

at dan ditanda tangani oleh Dokter

hal-hal ya i . au kuran dipertimbangkan

putusanitersebut dapat dibatalkan.

merupakan putusan bebas murni tetapi putusan bebas.Pengertian bebas tidak
murni yang diambil dari putusan Mahkamah Agung yang merupakan kasasi

atas putusan bebas yaitu :

Menimbang ,bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang
sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa
itu merupakan pembebasan murni sifatnya , maka sesuai ketentuan Pasal 244

KUHAP tersebut,permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Menimbang , bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan
pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat
dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur

perbuatanya yang di dakwakan , atau apabila pembebasan itu sebenarnya
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adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum , atau apabila
dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas
kewenanganya (meskipun hal ini tidak diajukan kasasi ) , Mahkamah Agung
atas dasar pendapatanya ,bahwa pembebasan itu bukan merupakan
pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut

(http://www.mataramnews.com/ind

diakses pada tanggal 8 November

diharapkan
4. Selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hokum
kerhilangan hak — hak dasarnya seperti berkomunikasi dengan orang tua.
5. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan
sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis social ke
depanya .
Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hokum yaitu
dipastikanya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara

optimal dari system peradilan proses hukum .

Perlindungan korban (tentunya termasuk anak) kejahatan (kekerasan)
dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung)
maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya
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merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan
secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu,
perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan
yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat

materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa

pemberian kompensasi atau itusi, pembebeasan biaya hidup atau

pendidikan ~ Pemberian perlindungan ang bersifa

4 riW@wan yang.merendahkan martabat
A terha aap 0 b atan (kekerasan)

non-materi dapat berupa

pemBebasan dar

penan bagai tahap,
sebena rban kekerasan,
meski i _ atau tida langsu§amun dapat dikatakan
bahwa d¢ ini i i y n kejahatan oleh hokum

Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap anak
sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-

113

undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan “in
abstracto”, secara tidak langsung, terhadap anak korban kejahatan
(kekerasan).Dikatakan demikian, karena tindak pidana dalam hukum positif
tidak dianggap sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum
seseorang (korban) secara pribadi dan kongkret, tetapi hanya dianggap sebagai

2

pelanggaran  “norma/tertib  hukum in  abstracto”. Konsekuensinya,
perlindungan korbanpun tidak secar langsung, tapi hanya secara tidak

langsung.

Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak

dityjukan pada perlindungan korban secara langsung dan kongkret, tetapi
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hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Dengan
demikian, pertanggungjawaban pidana oleh perlaku kejahatan (kekerasan)
bukanlah pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian/penderiataan korban
secara langsung dan konkret, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban

yang bersifat pribadi/individual.

Dalam perta




BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil peneliti

. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus

permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas murni
(vrijspraak) perkara Pencabulan terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan
KUHAP

Dalam pertimbangannya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tilamuta
tidak  melaksanakan cara mengadili secara benar dalam hal
mempertimbangkan alat bukti yang sah. Kasus pencabulan seperti itu
merupakan perbuatan yang melawan hukum. Maka seperti Putusan yang
dibuat Pengadilan Negeri Tilamuta berpendapat bahwa kasus pencabulan
terhadap terdakwa Wilpan agu bukanlah merupakan putusan bebas murni

tetapi putusan bebas.

56
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Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok
yaitu menerima, memeriksa, memutus/mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima,memeriksa,
serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum
menjatuhkan putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu

musyawarah majelis hakim yanggbarsifat rahasia. Hal tersebut terdapat pada

musyawarah itu

ukum, penuntut

perlakuan yang
ataupun tidak

tumbuh dan

Indonesia semakin menjatuhkan martabat anak , bahwa setiap anak yang
melakukan pelanggarn harus dipenjara . Aparat penegakan hukum lebih sering
menggunakan jalan pemidanaan daripada alternatif hukuman seperti keadilan

restoratif atau berupa treadment .

Adanya undang — undang yang semestinya melindungi anak , yaitu
Undang — Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak seharusnya
lebih di pentingkan lagi agar tidak adanya kasus yang marak seperti

pencabulan ini .
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B. Saran

Pada putusan bebas yang telah diputuskan hakim, harusnya Jaksa Penuntut
Umum sebagai wakil dalam penegakkan keadilan dan hukum, mampu
mengkritisi karena bisa saja putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas

murni,dan mungkin saja terjadifgkekeliruan/kesalahan dalam penerapan

hukumnya
Di Undang — Ur



